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PENETAPAN
Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.S;j.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan
atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

. o 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Laha-
Laha, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon I.

I, U 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
Laha-Laha, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai,
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon Il, serta memeriksa bukti di

persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonannya tertanggal
18 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai
dengan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 18 September 2019 dengan
mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Laha-Laha, Desa
Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 42 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan
dilangsungkan dengan wali nikah | | | 3l (ayah kandung Pemohon II),
dinikahkan oleh |JJl] (imam Dusun), dan dihadiri saksi nikah dua orang
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masing-masing bernama |l dan I dengan mas kawin berupa
kebun seluas 1 (satu) are.

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para
Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian
hukum dan mengurus buku nikah, haji dan umrah dan kepentingan hukum
lainnya.

7. B

ahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk

menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
terjadi pada tanggal 7 Juli 2019 di Dusun Laha-Laha, Desa Terasa, Kecamatan
Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang namarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | ([ [ | ) cengan
Pemohon I (G /- dilaksanakan pada tanggal 07

Juli 2019 di Dusun Laha-Laha, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat,
Kabupaten Sinjai.
3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sesuai hukum yang berlaku.
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Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman
Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Sj. dan sejak
diumumkan pada tanggal 19 September 2019 sampai pada tanggal persidangan
yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat
nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon Il
telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan
berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-
ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon
| dan Pemohon I, Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan melalui
papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai tentang permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan
kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan
keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga
hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke
Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta
untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan
lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah.
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Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang
hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak
dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum lIslam, Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il serta penjelasan Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan,
ditemukan fakta bahwa Pemohon | dan Pemohon Il baru menikah selama tiga
bulan, saat ini Pemohon | dan Pemohon Il belum dikaruniai anak, Pemohon Il saat
tidak dalam keadaan hamil, dan Pemohon | dan Pemohon Il setelah tidak pernah
berupaya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai
dengan tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon | dan Pemohon II, oleh
karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il masih prematur karena Pemohon | dan Pemohon Il belum berupaya
maksimal dalam mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat,
serta tidak ada keperluan atau kepentingan mendesak terhadap penetapan itsbat
nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il harus dinyatakan
tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang
timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini,
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup
dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

dengan permohonan ini.
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MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 666.000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari
Senin tanggal 6 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441
Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.l.,, M.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Syahruddin, S.H.l., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.1., M.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Syahruddin, S.H.I., M.H. Taufigurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon | dan Pemohon I : Rp 550.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | dan Pemohon Il : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai . Rp 6.000,00

Jumlah . Rp 666.000,00
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(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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